
  

 

 

 

 
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 30 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 

 
 

BUPATI BOGOR, 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada Pegawai Negeri 

Sipil dalam melaksanakan ketentuan disiplin Pegawai Negeri 
Sipil dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu 
mengatur pedoman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bogor; 

 b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950      
Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang        
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3890); 

3. Undang-Undang ......... 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 2797); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004        
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4440); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4737); 

10. Peraturan ……… 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 
tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari 
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor         
Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 24); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2008 Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor  9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum  Daerah  Ciawi  
Kelas  B  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bogor Tahun 2008 
Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum  Daerah  Cibinong  
Kelas  B  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bogor Tahun 2008 
Nomor 14); 

 

22. Peraturan ......... 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2008 Nomor 15); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran 
Daerah Kabupaten  Bogor Tahun 2008 Nomor 23); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 25); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor     
Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
39); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 43); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun  2010 Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum  Daerah  Leuwiliang  
Kelas  C  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bogor Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah        Nomor 54); 

 

MEMUTUSKAN ......... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PEDOMAN 
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor 

2. Bupati adalah Bupati Bogor. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bogor. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bogor. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat (SKPD) 
adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bogor. 

7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak 
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
PNS Daerah Kabupaten Bogor dan/atau PNS Pusat atau 
Daerah lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah CPNS Daerah Kabupaten Bogor. 

10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau 
perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan 
di dalam maupun di luar jam kerja. 

11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

12. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh 
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 
administratif. 

13. Keberatan ......... 
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13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh 
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

14. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat 
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 

15. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional 
tertentu. 

16. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan 
atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, 
ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, 
atau alat komunikasi lainnya. 

17. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara 
tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk 
gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan 
itu. 

18. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan 
yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan  sesuatu yang 
seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

19. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang 
diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 

20. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan 
langsung dari pejabat yang berwenang menghukum. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksudkan 
sebagai pedoman bagi pejabat dan PNS dalam melaksanakan 
ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sekaligus sebagai 
pedoman dalam melakukan pembinaan disiplin terhadap PNS 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

(2) Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan PNS 
yang memiliki disiplin, patuh dan berkomitmen kerja. 

 
BAB  III ……… 
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BAB III 

PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bogor, tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Wewenang pejabat yang memberikan hukuman berdasarkan jenis 
hukuman dan tingkat hukuman disiplin, tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

Pedoman rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai 
Negeri Sipil, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 6 

Tata naskah dokumen pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, tercantum dalam 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 7 

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan acuan dalam pembinaan 
disiplin bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bogor. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bogor. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 
 

(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya 
Peraturan ini sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Keberatan ……… 
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(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang 
berwenang menghukum atau banding administratif kepada 
Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya 
Peraturan ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya. 

(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan 
pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hasil pemeriksaan tetap 
berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya 
Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka 
berlaku ketentuan dalam Peraturan ini. 

(5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua 
ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah 
ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah. 

Ditetapkan di Cibinong 

Pada tanggal 1 Juni 2011 

BUPATI BOGOR, 
 

ttd 
 

RACHMAT YASIN 

Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal 1 Juni 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 

ttd 
 

NURHAYANTI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2011   NOMOR 276 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

HERISON 


